BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 48 ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menetapkan status penggunaan barang
milik daerah;

b. bahwa tanah dan/atau bangunan dan barang
inventaris lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasangkayu yang digunakan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

c. bahwa Dberdasarkan Pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Status Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2018
tentang Sistem dan Prosedur Pengeloaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah barang milik daerah yang wajib
dilakukan pengelolaannya oleh Perangkat Daerah selaku
pengguna barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan dapat melakukan pemanfaatan atau
pemindahtanganan;

Pengguna barang wajib melakukan monitoring dan
evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik
daerah;

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun
Anggaran 2021;
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KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PAS YU,

KMBO JIWA
TEMBUSAN:

Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu Utara di Pasangkayu;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

AGU

AL~
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